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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
selesainya penyusunanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2021. Laporan ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian Kkinerja
Inspektorat Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi
indikator kinerja dari sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian Rencana Strategis Tahun
2016-2021. Laporan ini juga merupakan sumber informasi kearah

perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu
masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih
efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian,
manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam
membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan

berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam
pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk
itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya
membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan
kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah

membantu dalam penyusunan lapoaran ini diucapkan terima kasih.

Kota Batam, Januari 2021
INSPEKTUR,

Sekretaris

HENDRIANA GUSTINI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199008 2 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu
upaya dalam meningkatkan akuntabilitas publik sebagai
pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditatapkan dalam dokumen

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021.

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2021 adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatknya Kualitas SPIP OPD.
Indikator sasaran ini adalah Persentase OPD yang telah
menerapkan SPIP pada level berkembang dengan target 50% dan
terealisasi sebesar 27%.
b. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.
Indikator sasaran ini adalah Persentase penyelesaian pengaduan
masyarakat dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%.
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD
Indikator sasaran ini adalah Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP
OPD dengan target B (60.00) dan terealisasi dengan nilai B (67,59).
d. Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-
undangan.
Indikator sasaran 1 adalah Persentase OPD yang tidak ada temuan
material (aset & keuangan) dengan target 62% dan terealisasi
sebesar 84%.
Indikator sasaran 2 adalah Persentase jumlah rekomendasi hasil
pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti)
dengan target 95% dan terealisasi sebesar 95%.
e. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat
Indikator sasaran 1 adalah Persentase pegawai bersertifikat

fungsional dan dengan target 55% dan terealisasi sebesar 60%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
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Indikator sasaran 2 adalah jumlah pegawai bersertifikat teknis
dengan target 10 orang dan terealisasi sebesar 18 orang.

f. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat
Indikator sasaran ini adalah Kapabilitas Inspektorat dengan target

level 3 dan terealisasi level 3.

Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kota Batam untuk tahun
anggaran 2021 adalah Rp.20,192,444,832 (Duapuluh Miliar Seratus
Sembilanpuluh Dua Juta Empatratus Empatpuluh Empat Ribu
Delapanratus Tigapuluh Dua Rupiah) dan teralisasi sebesar
Rp.18.584.495.942 (Delapanbelas Miliar Limaratus Delapanpuluh
Empat Juta Empatratus Sembilanpuluh Lima Ribu Sembilanratus
Empatpuluh Dua Rupiah) atau sebesar 92.04%.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang
memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dibangun untuk mewujudkan good governance dan harus
diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu
Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua
aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan
keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi
anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun
berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan
disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan
Outcome yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sistem

pertanggungjawaban dapat terukur, tepat dan jelas.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi,
pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga)
Indikator Kinerja yaitu Input, Output, dan Outcome oleh Inspektorat
Daerah Kota Batam. Setiap perangkat daerah berkewajiban
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menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain
yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran

2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama

tahun 2021. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai
berikut :

1) Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah
berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan
sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan ;

2) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau
kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan
misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam
melakukan evaluasi kebijakan, program Kkerja, struktur
organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;

3) Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur
organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme
pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat
berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam

pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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1.3. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999,
tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN);

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara yang diubah dengan Perpu Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 08 Tahun 2006
Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Permendagri 90 Tahun 2019 tentang

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;

10) Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 37 Tahun 2016 Tentang
Tugas Pokok, Uraian Tugas Inspektorat Daerah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam
Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Daerah.

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016
tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas
membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas
pengawasan;

2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya;

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan
Walikota;

4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batam dan secara

teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Batam
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b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah
Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
menyelenggarakan fungsi:

(1) Perencanaan program pengawasan dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintah;

(2) Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan
dibidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset,

pembangunan dan kesejahteraan sosial;
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(3)

(6)

()
(10)

Pemeriksaan tugas pemerintahan yang meliputi bidang
pemerintahan, keuangan, aset, pembangunan dan kesejahteraan
sosial;

Pengujian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan berkala
atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap
penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan,
aparatur, keuangan dan aset, serta pembangunan dan
kesejahteraan sosial;

Pembinaan aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan dan pemerintahan;

Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan
Inspektorat Daerah;

Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran meliputi
urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan
kepegawaian;

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat

Daerah Kota Batam didukung oleh personel/ SDM dengan rincia

sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

FUNGSIONAL

STRUKTURAL - AUDI JUMLAH
tor | P2UPD | UMUM

Eselon Eselon Eselon
1I 111 IV 30 2 15 56

1 5 3
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Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Struktural - 1

5 Fungsional Auditor ) ) 3
Madya

3 Fungsional P2UPD _ _ 1 1 2
Madya

4 Fungsional Auditor ) ~ 6 3 9
Muda

5 Fungsional P2UPD ) _ _ 1 1
Muda

6 Fungsional Auditor ) _ 14 _ 14
Pertama
Fungsional Auditor B 1 = 5 1
Pelaksana
Fungsional Umum - 6 7 2 15

JUMLAH 56
Tabel 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah

} _Menurut Golongan

e My

1 Struktural - = 6 3 9
2 Fungsional Auditor Madya - - 2 3 5
3 Fungsional P2UPD MAdya -- - - 2 2
4 Fungsional Auditor Muda - - 9 - 9
5 Fungsional Auditor Pertama - - 14 - 14
6 Fungsional Auditor Pelaksana - - 1 - 1
7 Fungsional Umum - 6 10 - 16
JUMLAH 56

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun 2022 adalah :

BABI. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum,
gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu,

penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

Kota Batam.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta
Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan
keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan
kinerja Inspektorat Kota Batam dan strategi pemecahan masalah untuk

meningkatkan kinerja periode berikutnya.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada
Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, RPJMD 2016-2021, Rencana
Strategis Inspektorat Kota Batam, Rencana Kerja Tahun 2021,
Perjanjian Kinerja serta program dan kegiatan pada Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021.
2.1 Rencana Strategis

Rencana  Strategis merupakan dokumen perencanaan
organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan

yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan, bahwa
Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan
5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul titik perencanaan strategis
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai
tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Kota Batam merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan
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penjabaran teknis dari RPJMD Kota Batam dalam aspek
perencanaan pembangunan daerah, yang memuat visi, misi, strategi,
kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif Inspektorat Kota
Batam selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok

dan fungsi Inspektorat Kota Batam.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Kota Batam
mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang
paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan
sangat rinci. Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam mencakup
visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan
sasaran Inspektorat Kota Batam. Sasaran yang ingin dicapai dalam

tahun 2021 akan dijelaskan didalam Rencana Kinerja 2021.

A. Visi dan Misi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada
masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat
Kota Batam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota
Batam dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah
yang tinggi, harus mampu dibangun menuju “Terwujudnya
Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju,

Sejahtera, dan Bermartabat.”

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota Batam maka
Inspektorat Kota Batam menetapkan visi :“Terwujudnya
Profesionalisme Inspektorat Kota Batam Dalam Mengawal

Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Kota Batam”.

Inspektorat Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas
pokok dan fungsi mengacu pada misi ke-1 pada RPJMD Kota
Batam Tahun 2016 -2021 yaitu : “Mewujudkan tata kelola
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pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan

mengayomi.”

Mengacu pada misi Pemerintah Kota Batam maka Inspektorat

menetapkan misi sebagai berikut :

1) Meningkatakan Peran Aparat Pengawas Internal Dalam
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja OPD.

2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pengawasan.

3) Meningkatkan Profesionalisme Inspektorat Kota Batam.

Tujuan
Tujuan Inspektorat Kota Batam merupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kota Batam
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu lima
tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut Inspektorat Kota Batam
menetapkan 5 (lima) tujuan yaitu :
1) Mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
2) Mewujudkan Pelayanan dan Penyelesaian atas Pengaduan
Masyarakat;
3) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD;
4) Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap Ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku;

5) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal.

Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan Inspektorat Kota Batam, maka
sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

Visi : Terwujudnya Profesionalisme Inspektorat Kota Batam dalam Mengawal Pelaksanaan Program-

program Pembangunan Kota Batam”.

Kond
MISI Kond Target;:a klilnerj: sasaran pada isi
Tujuan/Sasaran Indikator isi e Akhir
Awal 1 2 3 4 5
(2017) | (2018) | (2019) | (2020) | (2021)
MISI I Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal dalam Pembinaan dan Pengawasan Kinerja OPD;
A Mewujudkan pengendalian intern pemerintah yang efektif
Persentase OPD yang
Meningkatkan
B P mtf:;l,m opp | telah menerapkan SPIP 15% | 25% | 35% | 50% | 50%
pada level berkembang.
b. Level maturitas SPIP 1,7 1,7 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
B Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat.
Ng;inzllgel;;tga Persentase
g | 8 | P penyelesaian 100 100 100 100 100 100 100
s pengaduan masyarakat
masyarakat
Cc Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
3
Meningkatkan —_ .
a. E
akuntabilitas e c c cc B B B B
kinerja OPD ¥
Misi II Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pengawasan
D |Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4 Meningkatkan Persentase OPD yang
a. | Kepatuhan OPD | tidak ada temuan 5 5 2 & % o 5
terhadap peraturan | material (aset & Gl kg 202 Pl ol 2% B2t
perundang- keuangan)
b. | undangan. Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pemeriksaan (Internal | 85% 87% 89% 91% 93% 95% 95%
dan Eksternal) yang
ditindak lanjuti
Misi III Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal;
E | Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal
5 | a. | Meningkatkan - Persentase pegawai
kualitas SDM | bersertifikat fungsional | 15% 25% 35% 45% 50% 55% 55%
Inspektorat
- Jumlah pegawai 10 10 10 10 10 10 10
bersertifikat teknis org org org org org org org
6 | a. | Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat 1 2 3 3 3 3
kapabilitas
Inspektorat

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Batam merupakan
ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat
Kota Batam. Penetapan Indikator dilakukan dengan

mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-
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kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis,
sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan
indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam

Sasaran Penanggung

Indikator Kinerja

Strategis ; Jawab

1 | Meningkatkan Rata-rata nilai hasil Inspektur
akuntabilitas kinerja | evaluasi SAKIP OPD Pembantu
OPD

2 | Meningkatkan Persentase OPD yang Inspektur
kepatuhan OPD | tidak ada  temuan Pembantu
terhadap peraturan | material (Aset dan
perundang- Keuangan)
undangan Persentase jumlah Inspektur

rekomendasi hasil Pembantu

pemeriksaan  (Internal
dan Eksternal)] yang

ditindaklanjuti
3 | Meningkatnya Level Kapabilitas Sekretaris,
Kapabilitas Inspektorat Inspektur
Inspektorat Pembantu

2.2 Rencana Kerja

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan
penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja
Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021. Rencana kerja adalah
bagian dari kerangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Batam
dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk
satu tahun. Rencana kerja merupakan kesepakatan tentang kinerja
yang akan diwujudkan selam tahun anggaran dan menjadi
komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap apatatur Inspektorat

Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah
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ditetapkan. Sasaran srtategi yang ditetapkan berisikan indikator

pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Penetapan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi Dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan
perencanaan dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah dalam rangka untuk pengintegrasian dan
penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
serta merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam
menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan
mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan
daftar penamaan menuju “Single Codebase” untuk digunakan dalam
penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Rincian program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta
indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun
2021 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana
APBD Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator program adalah Persentase terpenuhinya penunjang
urusan pemerintahan Daerah dengan target 100%.

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan adalah terlaksananya penyediaan gaji dan
tunjangan ASN dengan target 100%. Kegiatan ini didukung

oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Masukan dana Rp.21.258.529.772 (Duapuluh Satu Miliar
Duaratus Limapuluh Delapan Juta Limaratus Duapuluh

Sembilan Ribu Tujuhratus Tujuhpuluh Dua Rupiah) pada
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APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD
menjadi Rp.19.010.356.492 (Sembilanbelas Miliar Sepuluh
Juta Tigaratus Limapuluh Enam Ribu Empatratus
Sembilanpuluh Dua Rupiah).

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Masukan dana sebesar Rp. 54,480,000 (Limapuluh Empat
Juta Empatratus Delapanpuluh Ribu Rupiah) pada APBD
dan perubahan APBD.

2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator  kegiatan adalah  persentase administrasi
kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana  target
dengan 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan
sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Masukan dana sebesar Rp.233.990.000 (Duaratus
Tigapuluh Tiga Juta Sembilanratus Sembilanpuluh Ribu
Rupiah) pada APBD dan mengalami penurunan pada
perubahan APBD menjadi Rp.194,672,000 (Seratus
Sembilanpuluh Empat Juta Enamratus Tujuhpuluh Dua
Ribu Rupiah).

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase penyediaan administrasi
umum perangkat daerah dengan target 100%. Kegiatan ini

didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Masukan dana sebesar Rp.2,316,000 (Dua Juta Tigaratus
Enambelas Ribu Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.
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b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan.
Masukan dana  sebesar Rp.149,879,500 (Seratus
Empatpuluh Sembilan Juta Delapanratus Tujuhpuluh
Sembilan Ribu Limaratus Rupiah) pada APBD dan
perubahan APBD.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Masukan dana sebesar Rp.7,500,000 (Tujuh Juta
Limaratus Ribu Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Masukan dana sebesar 73.333.000 (Tujuhpuluh Tiga Juta
Tigaratus Tigapuluh Tiga Ribu Rupiah) pada APBD dan
mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi
Rp.55,381,000 (Limapuluh  Lima Juta  Tigaratus
Delapanpuluh Satu Ribu Rupiah).

e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan.

Masukan dana sebesar Rp.16,900,000 (Enambelas Juta
Sembilanratus Ribu Rupiah) pada APBD dan perubahan
APBD.

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD.
Masukan dana sebesar Rp.181.015.000,00 (Seratus
Delapanpuluh Satu Juta Limabelas Ribu Rupiah) pada
APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD
menjadi Rp.39,717,000 (Tigapuluh Sembilan Juta
Tujuhratus Tujuhbelas Ribu Rupiah).

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.
Indikator kegiatan adalah persentase pengadaan barang milik

daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana
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target 100. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai

berikut :

a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan dana sebesar Rp.19,950,000 (Sembilanbelas Juta
Sembilanratus Limapuluh Ribu Rupiah) pada APBD dan
perubahan APBD.

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase penyediaan jasa

penunjang urusan pemerintahan daerah dengan  target

100%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai

berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik.

Masukan dana sebesar Rp.12,000,000 (Duabelas Juta
Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor.

Masukan dana sebesar Rp.20,400,000 (Duapuluh Juta
Empatratus Ribu Rupiah) pada APBD dan perubahan
APBD.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Masukan dana sebesar Rp.40,789,840 (Empatpuluh Juta
Tujuhratus Delapanpuluh Sembilan Ribu Delapanratus
Empatpuluh Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang

milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang

terlaksana target 100%. Kegiatan ini didukung oleh sub
kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
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Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

Masukan dana sebesar Rp.41.750.000 (Empatpuluh Satu
Juta Tujuhratus Limapuluh Ribu Rupiah) pada APBD dan
mengalami kenaikan pada perubahan APBD menjadi Rp.
59,702,000 (Limapuluh Sembilan Juta Tujuhratus Dua
Ribu Rupiah).

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Masukan dana sebesar Rp. 22,460,000 (Duapuluh Dua
Juta Empatratus Enampuluh Ribu Rupiah) pada APBD
dan perubahan APBD.

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya.

Masukan dana sebesar Rp. 900,000 (Sembilanratus Ribu
Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
Indikator program adalah Persentase Rekomendasi temuan
pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti
dengan target 85%.
1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Indikator kegiatan adalah :
- Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi
temuan pemeriksaan internal dan eksternal dengan
target 100%.
- Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas
APIP dengan target 81%.
Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai
berikut :
a) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
Masukan dana sebesar Rp. 113.920.000 (Seratus Tigabelas
Juta Sembilanratus Duapuluh Ribu Rupiah) pada APBD
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dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi
Rp. 73,400,000 (Tujuhpuluh Tiga Juta Empatratus Ribu
Rupiah).

b) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
Masukan dana sebesar Rp. 19,250,000 (Sembilanbelas
Juta Duaratus Limapuluh Ribu Rupiah) pada APBD dan
perubahan APBD.

c) Sub Kegiatan Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
Masukan dana sebesar Rp.52,000,000 (Limapuluh Dua
Juta Rupiah) pada APBD dan perubahan APBD.

d) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
APIP.

Masukan dana sebesar Rp. 14.390.000 (Empatbelas Juta
Tigaratus Sembilanpuluh Ribu Rupiah) pada APBD dan
mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp.
7.890.000 (Tujuh Juta Delapanratus Sembilanpuluh Ribu
Rupiah).

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan

Tertenta.

Indikator kegiatan adalah Persentase Persentase SKPD yang

tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah dengan

target 75%. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan sebagai
berikut :

a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah
Masukan dana sebesar Rp.39.500.000 (Tigapuluh Sembilan
Juta Limaratus Ribu Rupiah) pada APBD dan mengalami
penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp. 8,750,000
(Delapan Juta Tujuhratus Limapuluh Ribu Rupiah ).

b) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Masukan dana sebesar Rp.22.950.000 (Duapuluh Dua Juta
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Sembilanratus Limapuluh Ribu Rupiah) pada APBD dan
mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi Rp.
21,450,000 (Duapuluh Satu Juta Empatratus Limapuluh
Ribu Rupiah).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
Indikator program adalah Persentase Rekomendasi temuan
pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti
dengan target 85%.

1) Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.

Indikator  kegiatan adalah  Persentase SKPD yang

mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan

Penegakan Integritas dengan target 100%. Kegiatan ini

didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi.
Masukan dana sebesar Rp. 27.824.000 (Duapuluh Tujuh
Juta Delapanratus Duapuluh Empat Ribu Rupiah) pada
APBD dan mengalami penurunan pada perubahan APBD
menjadi Rp. 3,600,000 (Tiga Juta Enamratus Ribu
Rupiah).

b) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Masukan dana sebesar Rp. 320.071.000 (Tigaratus
Duapuluh Juta Tujuhpuluh Satu Ribu Rupiah) pada APBD
dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi
Rp. 297,611,000 (Duaratus Sembilanpuluh Tujuh Juta
Enamratus Sebelas Ribu Rupiah).

c) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas.

Masukan dana sebesar Rp. 79.072.000 (Duapuluh Dua
Juta Sembilanratus Limapuluh Ribu Rupiah) pada APBD
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dan mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi
Rp. O (Nol Rupiah).

2.3 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam
renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program
dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja
utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan
kegiatan, ditahun 2021 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen
pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran
program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan
anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukan
komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk
mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator

kinerja.

Pada bulan januari 2021, telah dilakukan perjanjian kinerja
antara Inspektorat Kota Batam dengan Walikota Batam dalam
rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang -efektif,
transparan dan akuntabel serta beroriantasi pada hasil yang

diuraikan dalam tabel 2.3.
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Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Kota Batam

|

Sasaran Strategis i Indikator Kinerja Target

1 Meningkatkan Rata-rata nilai evaluasi SAKIP
Akuntabilitas Kinerja OPD | OPD

2 Meningkatkan Kepatuhan | Persentase OPD yang tidak ada
OPD terhadap Peraturan | temuan Material (Aset dan 62%

Perundang-undangan Keuangan)
Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pemeriksaan (Internal & 95%
Eksternal) yang ditindak
lanjuti

3 Meningkatnya Kapabilitas
Inspektorat

Level Kapabilitas Inspektorat 3

Program penunjang untuk perjanjian kinerja tahun 2021
adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp.22.137.283.112 (Duapuluh
Dua Miliar Seratus Tigapuluh Tujuh Juta Duaratus
Delapanpuluh Tiga Ribu Seratus Duabelas Rupiah) dan
mengalami penurunan pada perubahan APBD menjadi sebesar
Rp.19.708.493.832 (Sembilanbelas Miliar Tujuhratus Delapan
Juta Empatratus Sembilanpuluh Tiga Ribu Delapanratus
Tigapuluh Dua Rupiah).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Anggaran untuk APBD sebesar Rp.262.010.000,00 (Duaratus
Enampuluh Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dan mengalami
penurunan pada  perubahan APBD menjadi  sebesar
Rp.182.740.000 (Seratus Delapanpuluh Dua Juta Tujuhratus
Empatpuluh Ribu Rupiah).

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
Anggaran untuk APBD sebesar Rp.426.967.000 (Empatratus
Duapuluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu
Rupiah) dan mengalami penurunan pada perubahan APBD
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menjadi sebesar Rp.301.211.000 (Tigaratus Satu Juta Duaratus
Sebelas Ribu Rupiah).
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peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome
akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan

yang
terwujudnya organisasi yvang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota
Batam Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi masing-masing indikator Kkinerja sasaran.
Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan

pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran :

Tabel 3.1
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Sasaran

% (realisasi /

Strategis Indikator Target Realisasi target)
Tujuan Strategis 1: Mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.
Meningkatknya | Persentase OPD yang telah
i Kualitas SPIP menerapkan SPIP pada level 50% 27% 55%
OPD berkembang
Tujuan Strategis 2: Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat
Meningkatnya Persentase Penyelesaian
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
2 Pengaduan 100% 100% 100%
Masyarakat
Tujuan Strategis 3: Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD
3 Meningkatkan Rata-rata Skor Hasil Evaluasi
Akuntabilitas SAKIP OPD B B 100%
Kinerja OPD
Tujuan Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku
Persentse OPD yang tidak ada
Meningkatkan | témuan material (Aset dan 62% 84% 129%
4 | Kepatuhan Keuangan)
OPD terhadap Persentase jumlah
peraturan rekomendasi hasil
perundang- pemeriksaan (internal dan 95% 93% 98%
undangan eksternal) yang
ditindaklanjuti
Tujuan Strategis 5: Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparat pengawas internal
Persentase pegawai
5 Meningkatkan bersertifikat fungsional dan
kualitas SDM teknis 55% 60% 110%
Inspektorat - Fungsional 10 org 18 org 180%
- Teknis
Meningkatnya
6. Kapabilitas Level Kapabilitas Inspektorat 3 3 100%
Inspektorat
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Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota
Batam Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2021 dijelaskan sebagai

berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas SPIP OPD.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sasaran yaitu Persentase OPD yang telah menerapkan

SPIP pada level berkembang.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kembali
mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan terbitnya
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang mengalami perubahan antara lain
terdapat pada objek penilaian yang dalam ketentuan ini tidak
hanya mencakup struktur dan proses namun juga masuk ke
dalam ranah perencanaan dan pencapaian hasil. Melalui
ketentuan ini pula penilaian dilakukan secara terintegrasi tidak
hanya unsur-unsur SPIP namun memasukan pula penilaian
Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian
Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP.

Di tingkat pemerintah daerah penilaian mandiri (PM)
dilakukan oleh masing-masing unit kerja, sedangkan Inspektorat
berperan sebagai penjamin kualitas (PK), dan BPKP sebagai

evaluator.
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Gambar 3.1
Alur Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2021

PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2021

Untuk keperluan penilaian pelaksanaan SPIP terintegrasi

nantinya, BPKP bekerja sama dengan Inspektorat Kota Batam

melalukan penyusunan baseline SPIP terintegrasi dengan

melibatkan 12 OPD sebagai sampel yang ditentukan oleh BPKP,
OPD tersebut adalah sebagai berikut :

a.
b.

C.

[oN

5 @ oo

[

Sekretariat Daerah (Kabag Perkeu)
Inspektorat Daerah
Badan Perencanaan & Penelitian Pengembangan dan

Pembangunan Daerah

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan

Dinas Sosial dan Pemebrdayaan Masyarakat

. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perikanan

Dengan adanya perubahan metode evaluasi ini, maka

target 50% dari 44 OPD tidak tercapai dan hanya terealisasi 12

OPD atau mencapai 27%.
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Komponen SPIP ‘

1. Lingkungan
Pengendalian

Tabel 3.2
Unsu-unsur penilaian SPIP

Sub Komponen

a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompeten
. kepemimpinan yang kondusif;
. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan Kkebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;
g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
h.hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

oo

e e ]

2. Penilaian risiko

a. identifikasi risiko; dan
b. analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian

. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
. pembinaan sumber daya manusia;
. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. pengendalian fisik atas aset;
. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
pemisahan fungsi;
g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j- akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan
kejadian penting.

ocgp

o

4. Informasi dan
Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan (pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan),
evaluasi terpisah (penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem
Pengendalian Intern), dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya

2. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui

indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Penyelesaian

Pengaduan Masyarakat. Pada tahun 2021 tidak terdapat

Pengaduan masyarakat. Target Kinerja tercapai 100%.

3. Sasaran Nilai SAKIP OPD Meningkat.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar

manajemen Kkinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian

Sasaran/Kinerja Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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(LKjIP) Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang
dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja
(PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen

terkait lainnya.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan
terhadap seluruh OPD yaitu 44 (empat puluh empat) OPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari 5 Badan, 2
Sekretariat, 21 Dinas, 12 Kecamatan, RSUD, Inspektorat dan
Satpol PP dengan hasil evaluasi masing-masing OPD terlampir.
Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 67,59. Dengan capaian
tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja rata-
rata pada OPD termasuk dalam kategori “Baik”. Target Kinerja
untuk kegiatan Evaluasi SAKIP OPD Pemerintah Kota Batam
ditetapkan untuk mendapatkan nilai B (61,00) dan realisasi

capaian adalah mendapatkan nilai B (67,59).

Tabel 3.3
Rekapitulasi Nilai SAKIP OPD Tahun 2021
e

Organisasi Perangkat Daerah Perenc | Penguk ‘ Pelapor 2 Sasaran |
Kota Batam anaan uran i an / | Jumlah
Kinerja Kinerja | Kinerja Kinerja Nilai
(30%) (25%) (15%) | Organis
‘ asi
| (20%)

1 Inspektorat 29,40 | 20,63 | 11,15 | 8,02 | 13,33 82,53
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2 ‘Peipady Qe Pifit 26,35 | 20,31 | 13,34 | 6,85 | 14,08 80,94
3 Dinas Tenaga Kerja 25,76 20 13,65 | 7,14 | 13,33 79,89
g [ NS e cRndiT e PRl 20,50 | 20,94 | 11,33 | 4,70 | 13,33 | 79,80
Pengembangan Pembangunan Daerah
5 gada” Kepegawaian dan Pengembangan | 54 73 | 1875 | 12,72 | 7,43 | 15,33 | 78,96
umber Daya Manusia
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
6 Perlindungan Anak, Pengendalian 27,43 17,19 12,68 | 7,06 | 13,33 77,68
Penduduk dan Keluarga Berencana
T Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 25,60 19,69 11,41 | 6,08 | 13,33 76,11
8 Dinas Komunikasi dan Informatika 24,61 19,38 12,31 | 5,24 | 10,58 72,12
9 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25,12 20 12,41 | 6,73 | 6,67 70,93
10 | Dinas Pendidikan 24,46 | 16,56 | 11,06 | 4,96 | 13,33 70,37
14 |2t Feremalii Relogs, Setmulateg 25,61 | 17,50 | 11,51 | 6,48 | 9,17 | 70,27
dan Pertamanan
12 | Dinas Pemadam Kebakaran 23,79 16,25 12,68 | 6,81 10,58 70,11
13 | Dinas Perikanan 25,56 | 15,63 | 11,51 | 5,08 | 12,33 70,11
14 | Kecamatan Belakang Padang 25,25 20 10,88 | 0,50 | 13,33 69,96
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Nilai SAKIP
Pencap
aian
Organisasi Perangkat Daerah Perenc Penguk | Pelapor | Sasaran
Kota Batam anaen iU | / Jumlah
Kinerja Kinerja | Kinerja Kinerja Nilai
(30%) (25%]) (15%) | Organis
asi

(20%)

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2395 1844 | 997 | 4,17 | 13,33 | 69,86
16 | Kecamatan Batu Aji 23,40 | 19,06 | 10,15 | 6,48 | 10,58 69,68
17 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 25,06 | 18,75 | 10,25 | 6,12 | 9,42 69,60
18 | Sekretariat DPRD 24,62 | 18,44 | 10,61 | 6,12 | 9,42 69,21
19 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 24,62 | 15,31 | 10,78 | 5,73 | 12,67 69,11
20 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 26,05 | 16,88 10,78 | 4,84 | 10,50 | 69,05
21 gzgf;’hpengddm Fajak dan. Rerribyisl 24,67 | 17,81 | 10,69 | 5,66 | 10,08 | 68,91
22 | Satuan Polisi Pamong Praja 21,41 | 20,31 12,57 | 3,46 | 10,58 68,34
23 | Dinas Perhubungan 24,48 | 16,56 | 11,41 | 5,20 | 10,58 68,23
24 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 24,50 18,75 10,66 | 0,50 | 13,33 67,75
25 | Kecamatan Sagulung 24,81 1781 10,34 | 3,12 | 11,58 67,66
26 | Dinas Pertanahan 23,66 | 1563 | 10,42 | 5,35 | 12,33 67,39
27 | Sekretariat Daerah 26,25 15,94 10,78 | 5,24 8,92 67,13
28 | Kecamatan Sekupang 23,17 | 14,06 9,88 |6,20 | 13,33 66,64
29 | Kecamatan Bulang 21,42 | 17,19 | 10,39 | 4,25 | 13,33 66,58
30 | Kecamatan Sungai Beduk 21,80 20 10,15 | 6,73 6,67 65,35

Rumah Sakit Umum Daerah Embun;
31 Fatimiah Kota Batam g 20,86 16,56 10,34 | 4,45 | 12,17 64,38
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24,21 | 16,56 | 10,42 | 3,68 | 9,42 64,29
aa i Baden Fengelolasn Keusngan dan Aget 24,51 | 1531 | 9,16 | 4,21 | 10,58 | 63,78

Daerah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan
34 Masyaralsat 21,88 | 17,81 9,70 | 3,30 | 10,58 63,27
35 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 21,36 |-17:81 11,24 4 8,67 63,08
36 | Kecamatan Lubuk Baja 20,67 17,50 9,66 3 11,58 62,42
37 | Kecamatan Bengkong 19,67 15 9,96 | 6,48 | 10,58 61,69
38 | Dinas Kesehatan 22,94 | 15,63 6,68 | 5,20 | 10,58 61,03
39 | Kecamatan Batu Ampar 21,13 [:113,75 9,70 | 5,73\| 6,67 56,98
40 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20,46 | 15,94 9,80 | 0,45 | 9,42 56,07
41 Kecamatan Galang 22,81 17,50 8 0 7,46 55,77
42 | Kecamatan Batam Kota 19,79 13,13 9,16 5,85 6,67 54,60
43 | Kecamatan Nongsa 20,88 | 10,31 9,48 4,50 9,42 54,59
44 | Dinas Lingkungan Hidup 21,28 | 8,44 9,40 | 3,05 | 9,42 51,59

Nilai Rata-Rata 23,85 | 17,16 | 10,71 | 4,91 | 10,95 | 67,59

Tabel 3.4
Rekapitulasi Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP Tahun 2021
No | Komponen |  Bobot | Capaian
1 | Perencanaan Kinerja 30 23,85
2 Pengukuran Kinerja 29 17,16
3 | Pelaporan Kinerja 15 1071
4 | Evaluasi Internal 10 04,91
5 | Capaian Kinerja 20 10,95
Total 100 67,59
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4. Sasaran Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan
perundang-undangan.
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sasaran yaitu :
1. Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan
Keuangan).
Pada pemutakhiran data pada tahun 2021, ada 44 OPD yang
telah menindaklanjuti hasil rekomendasi. Terdapat 7 OPD
yang ada temuan material dan asset. Ada 37 OPD yang tidak
ada temuan material dan asset. Sehingga capaian
indikatornya adalah 37/44 x 100% = 84%.
2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (internal
dan eksternal).
Target kinerja Inspektorat tahun 2021 adalah 95%. Indikator
kinerja ini didukung oleh Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Kota Batam Tahun 2021. Dari hasil rekap Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Semester II tahun 2021
terhadap Temuan BPK (Eksternal), Jumlah rekomendasi
Tahun Pemeriksaan 2015 s/d 2021 sebanyak 1234
rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :
- Sesuai Rekomendasai sebanyak 1066.
- Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 138.
- Belum Ditindak Lanjuti sebanyak S.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 25.
Dari Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
Temuan BPK yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 1204
rekomendasi atau 1204/1234 x 100= 97%. Dan yang belum
ditindaklanjuti adalah 5/1234 x 100% =0.41%.
Dari hasil pemutakhiran data TLHP APIP (Internal), terdapat
1263 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

- Sesuai Rekomendasai sebanyak 1142.
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- Belum Ditindak Lanjuti sebanyak S51.

Dari Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
Temuan APIP yang sudah ditindak lanjuti sebanyak
1263rekomendasi atau 1142/1263 x 100% = 90%.
Berdasarkan data tersebut diatas, Persentase jumlah
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (eksternal) dan APIP
(internal) adalah 97% + 90% / 2 = 93%.

5. Sasaran Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator
kinerja sasaran yaitu Persentase pegawai bersertifikasi fungsional

dan teknis.

Pegawai yang diikut sertakan dalam pelatihan diklat
teknis/subtansi selama Tahun 2021 terdiri dari 18 orang dengan
rincian :

- Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah 2 orang;

- Diklat Probity Audit Pengadaan Barang Dan Jasa 2 orang;

- Diklat Manajemen Pengawasan 2 Orang;

- Diklat Penilaian Angka Kredit JFA 3 orang.

- Diklat Calon Penyuluh Anti Korupsi Se-Provinsi Kepulauan
Riau 2 orang.

- Diklat Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Spip
Terintegrasi 3 orang.

- Diklat Pengawasan Intern Berbasis Risiko 4 orang.
6. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat
Target Kinerja Inspektorat tahun 2021 adalah berada pada

Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah Level 3 sehingga

persentase capaian kinerja sebesar 100%.
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Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk
melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga
unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan
kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara
efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat,
meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata
laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia
APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang
efektif.

Harapannya kapabilitas APIP dapat meningkat melalui
melalui perbaikan atas Area of Improvement dalam bentuk Action
Plan, sehingga tahun 2021 nilai kapabilitas APIP masih berada
pada level 3. Inspektorat diharapkan dapat memberikan jaminan
tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan
korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi,

efektifitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan."

Tabel 3.5
Jumlah dan Nomor Pernyataan Elemen-elemen Penilaian
Kapabilitas APIP

PERNYATAAN
ELEMEN T —WVELS "T"_LEVEL 4

_| JUMLAH

TOTAL
JUMLAH | NOMOR | JUMLAH | NOMOR | JUMLAH
| | | | | |

Peran dan Layanan
APIP

Pengelolaan SDM 12 1-12 20 13-32 14 33-46 9 47-55 55
Praktik Profesional 13 1-13 17 14-30 -+ 31-34 9 35-43 43
Akuntabilitas dan
) 10 1-10 19 11-29 9 30-38 5 39-43 43
Manajemen Kinerja
Budaya dan
) 6 1-16 14 7-20 7 21-27 8 28-35 36
Hubungan Organisasi
Struktur Tata Kelola 8 1-8 13 9-21 8 22-29 5 34
58 93 47 42 240
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3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam tahun
anggaran 2021 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana
sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kota Batam sebesar Rp22,826,260,112 ( Duapuluh Dua
Miliar Delapanratus Duapuluh Enam Juta Duaratus Enampuluh

Ribu Seratus Duabelas Rupiah).

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan
(APBDP) untuk Daerah Kota Batam tahun angggaran 2021 yang
telah dikelola seluruhnya sebesar Rp.20,192,444,832 ( Duapuluh
Miliar Seratus Sembilanpuluh Dua Juta Empatratus Empatpuluh
Empat Ribu Delapanratus Tigapuluh Dua Rupiah) sedangkan
realisasi sebesar Rp.18,584,495,942 (Delapanbelas Miliar Limaratus
Delapanpuluh Empat Juta Empatratus Sembilanpuluh Lima Ribu
Sembilanratus Empatpuluh Dua Rupiah) atau 92.04%. Pada Tahun
Anggaran 2021 ini Pemerintah Kota Batam mengalami defisit
Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian serapan anggaran
terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota
Batam.

Tabel 3.6
Serapan Anggaran Belanja Tahun 2021

Uraian

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

APBED Murni

22.137.283.112

APBD
Perubahan

19.708.493.832

Realisasi
Keuangan

18.178.914.942

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.313.009.772 19.064.836.492 17.642.625.132 92,54%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.258.529.772 19.010.356.492 17.598.065.732 92 57%
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.480.000 54.480.000 44.559.400 81,79%

T s G 233.990.000 194.672.000 123.010.000 63,19%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 233.990.000 194.672.000 123.0710.000 63,19%
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Uraian

APBD Murni

Realisasi

Jumlah

22.826.260.112

Perubahan Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.943.500 271.693.500 251.643.490 92,62%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Karitor 2.316.000 2.316.000 2.316.000 100%
ﬁ:gﬁr"’aan RemBilen dan Ferlelghapar 149.879.500 149.879.500 147.749.500 98,58%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000 7.500.000 7.300.000 97,33%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73.333.000 55.381.000 54.725.000 98,82%
Penyediaan Barang Cetakan dan "
Penggandaan 16.900.000 16.900.000 16.500.000 97,63%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 181.016.000 39.717.000 23.052.990 58,04%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
UriSAn Ponerhitah Daaran 19.950.000 19.950.000 19.700.000 98,75%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.950.000 19.950.000 19.700.000 98,75%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 0
el L 73.189.840 73.189.840 72.298.620 98,78%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya o
Air dan Listrik 12.000.000 12.000.000 11.508.386 95,90%
Paiyediadn Jase = dlaian dap 20.400.000 20.400.000 20.400.000 100%
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.789.840 40.789.840 40.390.234 99,02%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.200.000 84.152.000 69.637.700 82.75%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 41.750.000 59.702.000 46.397.700 77,72%
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.550.000 23.550.000 22.460.000 95,37%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya 900.000 900.000 780.000 86,67%
PROGRAM PENYELENGGARAAN

n PENGAWASAN 262.010.000 182.740.000 116.350.000 63,67%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal 199.560.000 152.540.000 116.350.000 76,28%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 113.920.000 73.400.000 62.600.000 85,29%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 19.250.000 19.250.000 19.250.000 100%
Kerjasama Pengawasan Internal 52.000.000 52.000.000 34.500.000 66,35%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil 14.390.000 7.890.000 0 0%
Pemeriksaan APIP Internal
Penyelenggaraan Pengawasan dengan
Tujlian Tertentu 62.450.000 30.200.000 0 0%
Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah 39.500.000 8.750.000 [} 0%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 22.950.000 21.450.000 0 0%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,

n PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 426.967.000 301.211.000 289.231.000 96,02%
Pendampingan dan Asistensi 426.967.000 301.211.000 289.231.000 96,02%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
Penitaian Reformasi Birokras! 27.824.000 3.600.000 3.000.000 83,33%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan 320.071.000 297.611.000 286.231.000 96,18%
Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas 872000 .

20.192.444.832

18.584.495.942

92,04%
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BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya
adalah adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif,

efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat
Daerah Kota Batam pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. LKjIP
ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam selama
Tahun 2021.

Pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan
telah berhasil dengan baik karena adanya komitmen dari pimpinan
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan adanya koordinasi

yang baik seluruh komponen yang telibnat.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam

di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna

mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh

terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan
masalah tersebut adalah :

1) Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan
waktu pelaksanaannya;

2) Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian
membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan

tindaklanjutnya;
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3) Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap
penugasan pemeriksaan;

4) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
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